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ABSTRAK 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki skala populasi difabel yang 
cukup tinggi. Artinya potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak kaum difabel akan 
banyk terjadi. Selain itu, stigma negative terhadap difabel sudah beredar luas di 
dalam pergaulan masyarakat. Difabel dianggap kaum rentan yang sering kali menjadi 
korban tindak pidana seperti perlakuan diskriminatif dan pelecehan seksual bahkan 
perkosaan. Hal tersebut tidak hanya berhenti dalam ranah pergaulan sosial saja, 
namun dalam penanganan hukum pun sering terjadi ketidaksetaraan sehingga tidak 
sesuai dengan prinsip Equality Before The Law (persamaan di hadapan hukum). 
Pengaturan tentang difabel memang sudah sedemikian rupa diatur, namun belum 
maksimal realisasinya. Kurangnya tenaga ahli dan kepiawaian penyidik menjadi salah 
satu faktor penentu penanganan kasus pidana terhadap difabel. Salah satu kasus di 
daerah Sukoharjo dalam Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg tentang tindak 
pidana menyerang kehormatan susila menjadi acuan penyusun untuk mengetahui 
sejauh mana perlindungan kaum difabel yang berhadapan dengan hukum. Oleh 
karena itu, didalam penelitian ini muncul rumusan masalah seperti bagaimanakah 
bentuk perlindungan hukum difabel korban tindak pidana kesusilaan?. Dan 
bagaimana perlindungan hukum terhadap difabel tindak pidana kesusilaan di dalam 
praktik berdasarkan Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg?. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan 
pendekatan yuridis normatif yaitu dengan metode pengumpulan data studi pustaka 
(Library Research) yaitu melalu penelusuran referensi-referensi umum, peraturan 
perundang-undangan, hingga putusan pengadilan dan yurisprudensi. Selain itu data 
teoritis tersebut akan ditunjang pula dengan bahan-bahan primer lainnya seperti 
bahan dari hasil wawancara narasumber. Kemudian setelah data terkumpul, maka 
akan saling dikombinasikan untuk dianalisis. 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang perlindungan 
hukum terhadap korbn difabel masih kurang spesifik yaitu tidak menyebutkan hak-
hak difabel dihadapan hukum, hanya hak-hak secara umum saja. Kemudian 
perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang tercantum didalam peraturan 
perundang-undangan masih banyak yang belum terpenuhi, selain karena keterbatasan 
ahli,dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus 
yang korbanya seorang difabel. Sehingga, pengadilan harus bekerja keras untuk 
menunjukkan keperpihakannya kepada difabel. Solusi yang dapat dilakukan adalah 
harus ada ketegasan pemerintah dalam merumuskan peraturan terkait difabel yang 
berhadapan dengan hukum. Kasus difabel tidak hanya dapat diselesaikan melalui 
prosedur pengadilan namun dapat pula melalui keterlibatan puhak ketiga yaitu 
dengan jalur mediasi seperti Alternative Dispute Resolution (alternatif penyelesaian 
sengketa). 
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MOTTO 

 

Orang yang mampu belajar dari kegagalan adalah 

pemenang, namun orang yang selalu menutupi 

kegagalan adalah pecundang. 

(penyusun) 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan 

panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di 

Indonesia.Hukum adalah suatu rangkaian ugeran atau peraturan yang 

menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam 

hidup bermasyarakat.1Sudah merupakan pemahaman umum bahwa negara 

sebagai asosiasiyang  pada hakikatnya merupakan otoritas yang terdiri dari 

eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan-badan lain yang dilekati wewenang 

untuk menjalankan fungsi penyelenggara negara. Dalam hal ini negara yang 

sehari-hari diselenggarakan oleh pemerintah bersama badan elengkapan 

negara lannya mempunyai kewajiban secara hukum dan moral untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara, bahkan harus dapat 

bertanggungj jawab atas segala tindakan yang dilakukan. 

Asas persamaan dihadapan hukum menjamin keadilan setiap orang 

tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada difabel. Setiap warga 

negara dihadapan hukum mempunyai hak yang sama dan tidak ada yang 

dibeda-bedakan. Hak Asasi Manusia adalah sebagian dari kehidupan manusia 

                                                            
1  Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 

13. 
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yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh Negara, khususnya 

di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. 

Pemerintah negara dilekati tanggung jawab untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya maka salah satu kewajiban pemerintah negara yang 

paling urgent dalam hal ini adalah menghormati, melindungi, dan melakukan 

pemenuhan terhadap HAM khususnya bagi para penyandang difabel. 

Didalam konvensi Hak-hak penyandang disabilitas CRPD 

(Convention on the Rights of Person with Disabilities) Pasal 5 menerangkan 

bahwa “ Negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang 

dan melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar difabilitas”.2 Undang-

Undang No. 4 Tahun 1997 Pasal 9 juga mengatur tentang perlindungan 

disabilitasyang berbunyi “ setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan 

kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Indonesia 

sbagai negara hukum dan menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan 

hukum dan penghapusan segala bentuk diskriminasi, prinsip-prinsip tersebut 

diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mandat 

dalam substansi kedua pasal tersebut jug berlaku bagi difabel sesuai dengan 

mandat UNCRPD mengenai prinsip kesetaraan pengakuan di hadapan hukum 

Pasal 12 dan akses terhadap keadilan Pasal 13mandat in juga dikukuhkan 

dalam Pasal 5 ayat 3 Undang–Undang No. 39 tahun 1999  Hak Asasi Manusia 

yang menyatakan “ setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang 

rentan berhak memperolah perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan 

                                                            
2Kajian dan mekanisme Perlindungannya, PUSHAM UII, Yogyakarta 2012. 
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dengan kekhususannya”.3Difabel di Indonesia khususnya  masih banyak kita 

temui stigma negatif  terhadap penyandang difabel, menganggap mereka para 

kaum difabel adalah kaum yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jumlah 

difabel di Indonesia pada tahun 2012 mencapai angka 1.649.247 jiwa4 , dari 

jumlah angka tersebut masih banyak kaum difabel yang kurang mendapat 

perhatian dari pemerintah. Akibat pandangan masyarakat terhadap difabel 

hanya di pandang sebelah mata, sehingga menimbulkan tindakan diskriminatif 

yang berlangsung di semua sektor kehidupan, terutama menyangkut 

kehidupan pokok seperti pendidikan, pekerjaan mata pencaharian, kesehatan, 

aksesibilitas penggunaan fasilitas umum, dan sektor lainnya.Sehingga hal ini 

menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang melindungi hak asasi para 

difabel.Faktanya, sampai saat ini perkembangan masyarakat difabel masih 

banyak yang tertinggal, karena tidak terpenuhi hak-haknya, banyak terjadi 

diskriminasi para penyandang difabel dan masih rendahnya sosialisasi tentang 

informasi hak-hak penyandang difabel. 

Kaum difabel sering sekali menjadi korban tindak pidana 

bahkanpelakunya hanya orang-orang terdekat saja.Pelaku datang dari 

lingkungan sekitar korban, mulai kenalan, teman, tetangga, saudara, ayah 

hingga kakek., seringkali perempuan yang menjadi korbannya, kebanyakan 

dari mereka mendapat diskriminasi dan pelecehan seksual bahkan 

                                                            
3  M. Syafi’ie,dkk, potret difabel berhadapan dengan hukum, SIGAB/Yogyakarta, 2014, 

hlm 131. 

4Venerable Groups “kajian dan mekanisme perlindunagnnya”Pusham UII ,  2012 ,hal. 
294 
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pemerkosaan, karena sebagian orang berpandangan bahwa perempuan itu 

lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa.Perempuan difabel sering sekali 

mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, banyak dari mereka menjadi 

korban pemerkosaan orang-orang terdekat bahkan keluarganya sendiri, karena 

keterbatasan mental dan fisik mereka dengan mudahnya perempuan banyak 

menjadi korban. 

Di Indonesia pada Tahun 2011 lalu tercatat 4.845 kasus pemerkosaan 

yang dialami oleh kaum difabel, dan di Yogyakarta sendiri terdapat 43 kasus 

korban perkosaan dan 39 kasus pelecehan seksual.5 Menurut hasil sensus 

SIGAB ada 8 kasus pemerkosaan terhadap difabel  pada Tahun 2014, dan ada 

30 kasus terkait dengan trafiking difabel.6Dan  masih banyak kasus kekerasan 

seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan 

lemahnya bukti, minimnya aksebilitas hukum bagi difabel bahkan difabel 

dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.7 

Kasus yang diangkat dalam skripsi ini adalah kasus pelecehan 

seksual yang dilakukan oleh seorang guru SLB di Sukoharjo terhadap 

muridnya perempuan difabel usia kalender berumur 22 tahun,  tetapi secara 

sosial korban setara dengan usia mental anak 9 Tahun 2 bulan. Dalam kasus 

ini jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 285,289.dan 294 KUHP dan 

menghasilkan putusan hakim Pasal 289 tentang kekerasan atau ancaman 

                                                            
5 http://www.jogjainfo.net/212/02/seribu-tangkai-bunga-anti-perkosaan.html?m=1 , 

diakses pada tanggal  25 Agustus 2014  

 
7 http://www.jpn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabel-minim- 

diakses tanggal 1 November 2014  
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kekerasan dan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukannya perbuatan cabul, di vonis pidana penjara selama 8 (delapan) 

tahun 6 (enam) bulan. Karena tidak puas dengan vonis tersebut terdakwa 

melalui penasihat hukumnya mengajukan upaya hukum banding ke 

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan ternyata vonis yang di jatuhkan 

pengadilan tinggi berbeda dengan vonis Pengadilan Negeri Sukoharjo. Letak 

perbedaanya adalah pada vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Semarang 

menambahkan hukuman bagi terdakwa dari 8 Tahun 6 Bulan menjadi 10 

Tahun dengan dakwaan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan yakni 

menyerang kehormatan susila.8Dalam proses penyelesaian perkara korban 

seharusnya mendapat hak –hak sebagai berikut: hak untuk mendapatkan 

pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk 

mendapatkan ahli, hak bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak 

untuk diperiksa penyidik, jaksa dan hakim yang faham difabel, hak untuk 

mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan 

informasi tentang putusan pengadilan. Akan tetapi ada beberapa hak yang 

tidak didapatkan oleh korban seperti: hak untuk mendapatkan pendamping 

hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli.  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penyusun merasa tertarik untuk 

melakukan pembahasan Putusan Nomor:28/Pid.B/2013/PN.SKH jo Putusan 

                                                            
8Kompas.com/read/2014/03/04/2256392/RUU.KUHAP-

KUHP.Kurang.Lindungi.Kaum.Difabel.Korban.Kekerasan.Seksual Diakses pada hari Rabu 26 
Agustus 2014  

 



6 
 

Nomor:244/PID 2013/P.T.Smg yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  DIFABEL KORBAN TINDAK 

PIDANA MENYERANG KEHORMATAN SUSILA (STUDI PUTUSAN 

Nomor:244/PID 2013/P.T.Smg). 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan kaum difabel korban tindak pidana 

kesusilaan?. 

2. bagaimanakah perlindungan hukum terhadap difabel tindak pidana 

kesusilaan di dalam praktek berdasarkan Putusan Nomor 244/PID 

2013/P.T.Smg?. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan  

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menjelaskan apakah difabel sudah merasa dilindungi 

dan di penuhi hak-haknya pada kasus pidana menyeran kehormatan 

susila di Sukoharjo dalam Putusan Nomor:244/PID 2013/P.T.Smg. 

2. Kegunaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan, 

diantaranya adalah : 
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Negara dan penegak hukum serta masyarakat luas yang meliputi 

pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam mencari solusi dan 

jalan keluar agar dapat mencegah, menekan atau sama sekali 

menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap kaum difabel. 

 

D. Telaah  Pustaka 

Setelah penyususn melakukan penelitian diberbagai perpustakaan, 

penyusun mendapatkan karya ilmiah yang sedikit banyak telah membahas 

tentang tindak pidana pemerkosaan dan diskriminasi terhadap 

difabel.Kebanyakan karyailmiah ini membahas tentang tindak pidana 

pmrkosaan dalam berbagai perspektif. Adapun karya ilmiah yang di dalamnya 

membahas tindak pidana pemerkosaan adalah : 

Perlindungan hukum terhadap difabel sebagai korban pemerkosaan pada 

prinsipnya merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan 

mereka dalam posisinya di dalam proses peradilan pidana.  

Seperti dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Juliyanto yang 

berjudul “Membangun Perspektif Difabel Dalam Upaya Perlindungan Hukum”, 

menjelaskan bahwa belakangan ini banyak kasus kekerasan yang menimpa 

perempuan khususnya perempuan difabel. Kendala yang dihadapi di lapangan 

dalam menagani kasus kekerasan terhadap perempuan difabel antara lain 

adanya kendala komunikasi dengan difabel oleh karena itu dalam menghadapi 

kasus tersebut harus ada pendamping oleh korban maupun penyidik, kendala 

dalam layanan, kondidi difabel. Contonya dalam korban difabel rungu wicara 



8 
 

kesulitan dalam pemeriksaan ditingkat penyidik dan penyidikan hingga proses 

selanjutnya akan mengalami kesulitan. Tidak semua difabel bersekolah, 

sehingga sulit diajak komunikasi.Dia hanya mengerti bahasa ibunya, sehingga 

sulit untuk diajak komunikasi yang biasanya dilakukan di lingkungan 

keluarganya.9. 

Berbeda dengan artikel yang ditulis oleh Jihan Fauziah yang berjudul 

“Hak-Hak Penyandang Disabilitas Yang Terabaikan” dalam tulisannya tersebut 

menjelaskan hak-hak disabilitas belum seutuhnya terpenuhi. Hal ini terbukti 

bagaimana susahnya seorang disabilitas kesulitan untuk menyebrang jalan 

umum karena kurangnya fasilitas untuk kaum disabilitas. Alangkah baiknya 

jika dalam pembangunan kota juga mempertimbangkan penyandang disabilitas, 

dimana agar mereka juga mendapat kemudahan sama seperti orang normal 

pada umunya.10 

Berbeda dengan skripsi Rahmad Hidayat Caniago yang bejudul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan”. Di dalam 

skripsi ini dijelaskan masih banyaknya kasus pemerkosaan khususnya di 

Indonesia ini yang belum tertangani oleh pihak kepolisian dengan baik sesuai 

prosedur. Didalam skripsi ini berbeda dengan skripsi yang penulis susun, 

karena penulis lebih mengarah ke perlindunagn hukum bagi difabel. 

                                                            
9http://www.solider.or.id/2013/09/27/membangun-perspekif-difabel-dalam-upaya-

perlindungan-hukum diakses pada hari selasa, 26 Agustus 2014   

10http://m. kompasiana.com/post/read/614563/3/kata-katamu-itu-lo.html , diakses pada 
hari selasa, 26 Agustus 2014  
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Kemudian jurnal yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap 

Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana” menjelaskan tidak adanya 

peraturan secara khusus yang mengatur tentang difabel yang berhadapan 

dengan hukum dalam perkara pidana khususnya sebagai korban, sehingga 

penerapan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disamakan 

dengan orang non-difabel. Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 

Tengatng Penyandang Cacat hanya menitik beratkan pada kesejahteraan sosial 

kaum difabel sedangkan untuk difabel yang berhadapan dengan hukum belum 

diatur secara khusus.11 

Skripsi tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dialami prempuan  

telah banyak ditemui, namun mengenai tindak pidana menyerang kehormatan 

susila belum banyak ditemui dalam kasus pidana apalagi korbannya adalah 

seorang difabel sehingga penyusun memposisikan skripsi ini tentang tindak 

pidana menyerang kehormatan susila dengan memfokuskan pembahasan 

mengenai perlindungan hukum difabel di dalam persidangan sebagai perbedaan 

dengan skripsi-skripsi sebelumnya. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Adapun teori yang digunakan untuk permasalahan yang ada, berdasarkan 

rumusan masalah yang ada maka teori yang digunakan untuk membantu 

                                                            
11Puguh Ari Wijayanto “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai 

Korban Tindak Pidana” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum.2013). 
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menjawab permasalahan diatas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Difabel 

Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor: 

28/ Pid.B/2013/PN.SKH adalah : 

1. Teori HAM (HakAsasi  Manusia) 

 Hak asasi manusia merupakan norma universal yang dapat 

diterapkan dimana saja dan dalam sistem politik dan ekonomi seperti 

apapun, secara teriminologis dalam bahasa inggris hak asasi manusia 

dikenal sengan empat istilah yaitu: 

a. Human rights 

b. Fundamental rights 

c. Citizens’right dan 

d. Collective right.12 

  Itu tidak hanya berkaitan dengan proteksi bagi individu 

dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah 

dalam bidang-bidang tertentu kehidupan mereka, tetapi juga 

mengarah pada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara dalam 

individu dapat mengembangkan potensi mereka 

sepenuhnya.13Sepanjang abad 17, pandangan hukum kodrati model 

Grotius terus disempurnakan dan pada akhirnya, berubah menjadi 

hak kodrati. 

                                                            
12 Eko Riyadi dkk,kajian dan mekanisme perlindungannya, PUSHAM UII/ Yogyakarta, 

2012,, hlm 8. 

13 Schott Davidson, Hak Asasi Manusia,(Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti :28:, hal.32 
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 Yang terkemuka diantara para pendukung doktrin hak kodrati 

adalah John Locke.Dia berpendapat bahwa semua individu dikaruniai oleh 

alam, hak yang interen atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang 

merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut 

oleh negara. 

Tetapi Locke juga mempostualkan bahwa untuk menghindari 

ketidak pastian hidup dalam alamini, umat manusia telah mengambil 

bagian dalam suatu kontak sosial atau iklan sukarela, yang dengan itu 

pengunaan hak mereka yang tak dapat dicabut itu diserahkan kepada 

penguasa negara.Apabila penguasa negara memutuskan kontak sosial itu 

dengan melanggar hak-hak kodrati indiviu, pada kawula negara itu bebas 

untuk menyingkirkan sehingga pengusaha dan menggantikan dengan suatu 

pemetinatah yang bersedia menghormati hak-hak itu.14 

Di dalam teori HAM terdapat Undang-Undang HAM itu sendiri 

yang berkaitan dengan penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang 

HAM yang mengatur tentang hak untuk diperlakukan sama di hadapan 

hukum yang terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang HAM yaitu: hak 

untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan 

hati nurani, hak ber agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak di 

tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yaitu HAM yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. 

                                                            
14Ibid, hal.33 
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Mengenai perlindungan bagi penyandang cacat itu sendiri pasal 5 

ayat 3 Undang-Undang HAM beserta penjelasannya secara jelas 

mempertegas bahwa penyandang cacat adalah salah satu kelompok 

masyarakat yang berhak untuk memperoleh perlindungan yang lebih. Pada 

pasal 5 ayat 3 Undang-Undang HAM yang berbunyi:  

a. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak 

menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang 

sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum; 

b. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang 

adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak; 

c. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan 

berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan 

dengan kekhususannya. 

2. Teori Konvenan Hak Sipil dan Politik. 

 Pengertian  Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang 

diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. 

Sedangkan hak politik adalah hak dasar  bersifat mutlak yang melekat 

di dalam setiap warga Negara dan harus dijunjung tinggi serta di 

hormati oleh negara dalam keadaan apapun. Hak tersebut diatur dalam 

Pasal 26 Konvenan Hak Sipil dan Politik Pasal 26 yang berbunyi “ 

setiap orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan 

hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”. Secara lebih rinci 

prinsip hak tersebut dijabarkan dalam Convention on the Rights of 
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Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi oleh 

Indonesia menjadi: 

a. Hak atas persamaan di hadapan hukum. Pasal 5 ayat (1) disebutkan 

bahwa negara pihak mengaku bahwa semua orang adalah setara di 

hadapan hukum dan berhak atas perlindungan dan keuntungan 

yang sama dari hukum tanpa diskriminasi apapun. Negara-negara 

pihak menegaskan kembali orang-orang difabel memiliki hak atas 

pengakuan di hadapan hukum; 

b. Hak atas perlakuan tindak diskriminasif atas dasar kecacatan. Pasal 

5 ayat (2) menyatakan bahwa negara-negara pihak harus melarang 

segala bentuk diskriminasi berdasarkan kecacatan dan menjamin 

perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi orang-orang 

difabel dari diskriminasi atas dasar apa pun; 

c. Hak difabel untuk menikmati kapasitas legal atas dasar kesetaraan. 

Pasal 12 ayat (2) juga menyatakan bahwa negara-negara pihak 

harus mengakui bahwa orang-orang difabel berhak menikmati 

kapasitas legal atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain 

dalam berbagai aspek kehidupan; 

d. Hak atas dasar akses terhadap dukungan yang dibutuhkan difabel. 

Pasal 12 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara-negara pihak harus 

melakukan langkah-langkah yang layak untuk menyediakan akses 

terhadap dukungan yang dibutuhkan oleh orang-orang difabel 

dalam melaksanakan kapasitas legal mereka.  
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3. Teori Negara Hukum 

Negara hukum mulai berkembang saat ,encuatnya pemikiran 

tentang teori hukum alam, yang tumbuh di Eropa pada abad ke tujuh 

belas hingga abad ke delapan belas. Secara umum, dalam teori negara 

hukum dikenal adanya dua macam konsep tentang negara hukum, yang 

terdiri dari konsep negara hukum dalam arti rechtstaat, dan negara 

hukum dalam pengertian sebagai the rule of law.Paham rechtstaat 

dikembangkan ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti 

Emanuel Kant (1724-1804) dan Federich Julius Stahl.15 Sedangkan 

paham The Rule of Law mulai dikenal setelah Albert Venin Dicey pada 

tahun 1885 menerbitkan bukunya Introduction to Study of The Law of 

The Constitution.Paham The rule of law bertumpu pada sistem hukum 

Anglo Saxon atau Common Law.16 

Menurut A.V. Dicey negara hukum harus mempunyai 3 unsur 

pokok yaitu: 

a. Supremacy Of Law 

Supermasi of law atau supermasi hukum di Inggris hal 

ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan 

merupakan unsure yang diperjuangkan lebih awal oleh rakyat 

Inggris jika dibandingkan dengan rakyat negara-negara barat 

                                                            

15 Miriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 
1989), hlm. 57. 

16 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi 
Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan 
Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: Bina Ilmu, 1971), hlm.72. 
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lainnya. Negara Inggris yang diatur oleh hukum, dan seseorang 

hanya mungkin dihukum karena melanggar hukum, tidak 

karena hal-hal lain. Hak kebebasan warga negara benar-benar 

terjamin oleh hukum, artinya tidak seorang pun boleh 

dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum yang 

dilanggarnya.17 

b. Equality Before The Law 

Semua warga negara baik selaku pribadi maupun dalam 

kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang 

sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap 

warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, dan 

apabila Ia melanggar hukum baik selaku pribadi maupun selaku 

pejabat negara, akan diadili dengan hukum yang sama dan oleh 

pengadilan yang sama.18 

c. Human Rights 

Masuknya Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 

merupakan suatu kemajuan besar dalam proses perubahan 

Indonesia, sekaligus merupakan suatu ikhtiar bangsa Indonesia 

untuk menjadikan UUD 1945 menjadi sebuah UUD yang 

                                                            

17Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, 
(Jakarta: UI Pers, 1995). Hlm. 39-40. 

18Ibid, 41. 
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makin modern yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai 

Hak Asasi Manusia dan demokrasi.19 

Persamaan Negara hukum Eropa Kontinental dengan Negara 

hukum Anglo Saxon adalah keduanya mengaku adanya “Supermasi 

Hukum” Perbedaanya adalam pada Negara Anglo Saxon tidak terdapat 

peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang 

melakukan pelanggaran akan diadili peradilan yang sama. Sedangkan 

negara hukum Eropa Kontinental terdapat peradilan administrasi yang 

berdiri sendiri. 

Namun demikian, pada dasarnya kedua konsep tersebut 

memiliki satu maksud yang serupa, yaitu adanya perlindungan 

terhadap hak asasi manusia, dan penghormatan atas martabat manusia 

– the dignity of man.20 

Menurut Friendich Julius Stahl mengemukakan empat unsur 

rechtstaats dalam arti klasik, yaitu:21 

 

 

                                                            
19Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta; Yayasan Brata Bhakti, 

2009), hlm. 128 

20http://hukum.kompasiana,com-evolusi-pemikiran-hukum-suatu-diskursus-mengenai-
negara-hukum-584129.html/ diakses pada tanggal 17/12/2014. 

21 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Baik, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 29. 
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a. Perlindungan hak-hak asasi manusia; 

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-

hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya 

disebut triaspolitica); 

c. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan 

undang-undang (wetmatigheid van bestuur); 

d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. 

Unsur pertama diatas, yaitu perlindungan terhadap hak asasi 

manusia merupakan unsusr yang diilhami oleh doktrin Jhon Locke. 

Sebagaimana diketahui Jhon Locke mengemukakan bahwa manusia 

memiliki hak-hak alamiah (natural rights) yang melekat pada manusia 

sejak manusia dilahirkan. Hak-hak ilmiah itu antara lain adalah hak 

untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu hak 

alami itu bukan pemberian negara, tetapi melekat pada manusia sesuai 

dengan harkat dan martabat manusia.22 

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322 S.M) 

adalah  negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan 

kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya 

kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari 

pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia 

agar Ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles (384-

                                                            
22Ibid, hlm 30. 
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322 S.M) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia 

sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa 

sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.23 

 

F. Metode Penelitian 

 Dalam menyusun skripsi ini, metode yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi 

ini adalah penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu metode 

yang digunakan dengan caramempelajari buku-buku literatur, 

perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi, bahan-

bahab lainnya dalam majalah dan surat kabar, yang berkaitan dengan 

materi pokok yang kemudian digunakan untuk mendukung pembuatan 

karya tulis dan juga melakukan sedikit wawancara dengan narasumber 

yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.24 

2. Teknik Pengumpulan Data 

  Penelitian ini penulis mengambil data, yaitu dari hasil studi 

pustaka Putusan Nomor: 244/PID 2013/P.T.Smg dan hasil wawancara. 

                                                            
23Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 

(Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988), hlm. 153. 

24 Kartini Kartono,Pengantar Metodologi, Riset, Sosial. (Alumni, Bandung, 1986,Hal.6.) 
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3. Sumber Data 

 Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka 

penyusun mengklarifikasi sumber data tersebut menjadi dua jenis 

sumber data, yaitu: 

1. Sumber Data Primer. 

 Data primer yang akan digunakan oleh penyusunadalah 

buku-buku hukum, Putusan Nomor:244/Pid 2013/P.T.Smg, 

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Difabel, KUHP. 

2. Sumber Data Sekunder 

 Yakni data yang mendukung atau data tambahan bagi data 

primer yang mencangkup : pendapat hukum yang diperoleh dari 

buku, literature, artikel, dan website. 

 

G. Analisis Data 

 Setelah data-data mengenai difabel lengkap, menurut Miles dan 

Huberman sebagaimana telah dikutip oleh Djumhan Pida, data kualitatif 

analisinya tetap menggunakan kata-kata yang disusun kedalam teks yang 

diperluas melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

 

1. Reduksi Data. 

 Reduksi data terdiri dari kegiatan menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan merorganisir data hasil 

wawancara dan studi dokumentasi. 
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2. Penyajian Data. 

 Penyajian data kualitatif biasanya bersifat naratif, dilengkapi 

dengan matriks agar informasi tersusun dalam satu bentuk yang mudah 

dipahami.25 

3. Menarik Kesimpulan 

 Menarik kesimpulan yaitu proses pemaknaan atau benda-benda 

keteraturan, pola-pola penjelasan dan alur sebab akibat pada penyajian 

data. 

 Adapun analisis data yang penulis lakukan pertama kali dengan 

menggambarkan kronologi kasus, mengumpulkan data yang diperoleh, 

lalu disusun dan diklarifikasi, selanjutnya dianalisis dan 

diintrepretasikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah 

dipahami sehingga data tersebut dapat diambil pengertiannya.26 

 

H. Sistematika Penulisan 

 Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penyususn membagi 

pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap sub bab dengan 

maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas 

dalam skripsi. 

                                                            
25 Djuma Pida, “Teknik Analisis Data”, dalam Evaluasi Program, (Yogyakarta: Lembaga 

Penelitian IKIP, 1995), hlm.2 

26 Huru Tyastri,”aktivitas dakwah difabel di asrama yayasan kesejahteraan tuna netra 
Islam Yogyakarta”, skripsi fakultas dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 
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 Pada bab I meliputi latar belakang masalah, pokok maslah, tujuan 

penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Dari bab ini dapat diketahui apa yang melatarbelakangi perlunya 

pembahasan penelitian ini. 

 Bab II, mengemukakan tentang pengertian perlindungan hukum, 

pengertian korban, Hak dan kewajiban korban, pengertian tindak pidana 

perkosaan dan pengertian difabel, serta menjelaskan tentang perlindungan 

hukum dan aturan-aturan perundang-undangan yang ada serta korban 

pemerkosaan dan tinjauan umum tentang penelitian. 

 Bab III menerangkan tentang hak-hak difabel dan deskripsi kasus 

Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg. 

 Bab VI, merupakan pembahasan pokok masalah yang terdiri dari  

analisis Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg. 

 Bab V, merupakan penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian yang berguna sebagai jawaban atau pokok permasalahan yang 

diangkat. Ditambah rekomendasi yang mendukung untuk keperluan 

penelitian lebih lanjut, serta saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Pengaturan terkait perlindungan korban difabel memang tidak secara 

spesifik dituliskan, namun dalam peraturan perundang-undangan yang 

sudah ada dapat dijadikan dalil untuk menindak bagaimana perlakuan 

yang harus diberikan kepada korban difabel seperti pemberian 

penerjemah bagi tuna rungu, pendampiangan hukum. Negara harus 

terlibat langsung dalam kasus-kasus rentan yang sering didapat oleh 

difabel. Seperti di Nederland untuk korban kejahatan kekerasan 

khusus yang dilakukan dengan sengaja disediakan dana oleh 

departemen kehakiman pada uu “wet voorlopige regeling schadefonds 

geweld misdrijven” (wet 26 juni 1975. Stb 382). Kejahatan khusus 

tersebut dapat dianalogikan sebagai kejahatan yang korbannya adalah 

orang tidak normal, orang cacat, dan sebagainya. 

2. Setelah melakukan menelusuran dan kajian Putusan Nomor 244/Pid 

2013/P.T.Smg, bahwa kepolisian dan kejaksaan masih tertatih dan 

kurang memperhatikan hak-hak korban. Perlindungan terhadap korban 

sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi Dan Korban masih banyak yang belum 

terpenuhi, selain karena keterbatasan ahli, dan juga tidak semua jenis 

perlindungan dapat di kontekstualisasikan pada kasus yang korbannya 

seorang difabel. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
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Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities 

(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada 

kenyataan telah dirasakan di lapangan belum mengatur secara detail, 

hanya secara garis besar saja, semua hak-hak disabilitas memang 

sudah tertuang di Convensi tersebut, namun ironisnya belum ada 

implementasi yang nyata. Di dalam kasus ini korban adalah difabel, 

dan seharusnya korban mendapatkan seorang ahli baik psikologi 

maupun dokter. Namun, pada kenyataannya, yang mendorong untuk 

dihadirkannya para ahli supaya dapat dipriksa secara psikologi 

maupun medis, justru inisiatifnya dari pendamping bahkan biaya pun 

ditanggung oleh pendamping sendiri, sedangkan kepolisian hanya 

menanggung biasa visum saja. 
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B. SARAN 

Sistem peradilan pidana memang sudah memberikan sinyal 

keperpihakannya terhadap korban, namun tanpa adanya kerjasama antar 

elemen masyarakat baik aparat penegak hukum ataupun masyarakat secara 

umum, tentu tujuan tersebut tidak akan tercapai. Perlu adanya ketegasan 

pemerintah dalam merusmuskan pearturan perundang-undangan untuk 

memberikan perlindungan terhdap kaum difabel, bukan pasal general yang 

tidak langsung mengikat para kaum difabel.Solusi modern yang dapat 

ditempuh selain melaui jalur prosedural pengadilan sebenarnya dapat pula 

ditempuh dengan mediasi seperti Alternative Dispute Resolution.Selain itu 

Restorative Justice juga dapat dijadikan alternatif solusi untuk memerikan 

kesempatan tersangka bertemu lang dengan korban dan keluarganya untuk 

memberikan restitusi dan permintaan maaf secara langsung, sehingga akan 

sedikit kemungkinan timbulnya korban-korban difabel baru yang lainnya. 
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